BEUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KA BUPATEN BREBES
NOMOR [} TAIIUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN
PENYELEMGGARAAN PEMERINT AHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MATTA ESA
BUPATI BREBES,

Menimbang : a bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraiuran
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014,

dalam melaksanakan Mgas, kewenanpan, hak dan
kewajiban, Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan
Peniyelenggaraan Pemerintahan Desa  Akhir Tahun

Anggaran, Lapotran Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

pada Akhir Masa Jabatan dan Laporan Keterangan

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sctiap akhir Tahun
Angparan;

b.bahwa Laporan Penvelenggaraan Pemerintahan Desa

Akhir Tahun Anggaran, Laporan Penyelengearaan

Pemerintahan Desga pada  Akhir Masa Jabatan dan

Laporan Keterangan Penyelengparaan  Pemerintzhan
Desa setiap akhir Tahun Anggaran perlu dilaksanaksn
secara transparan dan aky ntabel;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan  Dacrah entang Tata Cara  Penyusunan

Laporan Penyrﬂcngga:aan Pemerintahan Desa:

Cipircis desgan CamScanmer


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik  Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daesrah  Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Tahun 1950 Nomor 42];

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran WNegara Republik Indonesia
Nomor 4846);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor B2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indeonesia Nomor 5234);

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Nepara Hepublik Indonesia Nomor 55:39);

. Peraturan Pemerintah 47 Tahun 2015 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-
undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah {Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32},

- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015
tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan hak asal

usul dan kewenangan lokal berskala Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

=
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Menectapkan :

Dengan Persctujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BEREBES

Dan
BUPATI BREBES

MEMUTUSEAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA
PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini vang dimaksud dengan ;
1. Desa adalah adalah kesatuan masvarakat hukum

yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus  urysan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tradisional vang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan

pemerintanan  dan  kepentingan masyarakat
setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia,

Pemernntah Desa adalah Kepala Desa dibanty
perangkat Desa  sebagai unsur
Pemerintahan Desa.

penyelengears

. Badan Permusyawaratan Desa vang selanjutnya

disingkat BFD adalah lembaga yang melaksanakan
fungei pemerintahan yang anggotannya merupakan
wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwalkilan
wilayah dan ditetapkan secara demokratis,

e

Cipircis desgan CamScanmer


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Musyawarah Desa atay yang discbut dengan nama
lan atdalah musvawarah antara Badan
Permusvawaratan Desa, Pemernntah Desa, dan unsur
masvarakat vang disclengparakan oleh Badan

Permusyawaratan Dess untuk menyvepakati hal vang
bersifat strategis.

Laporan Penvelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir
Tahun Anggaran, vang selanjutnya disingkat LPPD
Akhir Tahun Anggaran adalah laporan
penyelengearaan pemerintahan desa kepada Bupati
sebagai kewajiban dalam pelaksanaan  tugas,
kewenangan, hak dan kewajiban Kepala Dess, yang
mernuat pertangpungjawaban penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, pertanggungiawaban
pelaksanaan pembangunan, pelaksanaan pembinaaan
kemmasyarakatan, dan  pelaksanaan

pemberdayaan
maszvaralkat.

Laporan Penyclenpgaraan Pemerintahan Desa Akhir
Masa Jabatan Kepala Desa, yang sclanjutnya disingkat
LPPD Akhir Masa Jabatan adalah proses kegiatan
pelaporan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat
schelum berakhirnya masa jabatan, meliputi laporan
penvelenggaraan pemenntahan desa selama masa

jabatan yang memuat ringlkasan laporan tahun-tahun

sebelumnya, rencana penyelenggaraan pemerintahan
desa dalam jangka waktu 5 { lima ) bulan sisa masa

Jjabatan, hasil yang dicapai dan belum dicapai dan hal
vang dianggap perlu perbaikan.

Laporan Keterangan penyelenggaraan pemerintahan

selanjutnya disingkat LEPP akhir tahun anggaran

adalah laporan  keterangan penvelengsaraann

pemeriniahan Desa secara tertulis kepada BPD wolch
Kepala Desa yang berisi sekurang-kuransnva memuat

pelakssnaan Peraturan Desa.
Penginformasian Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan  Desa, yang  selanjutnya disingkat

[nformasi LPPD kepada masvarakat adalah Proses

—_—

.
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kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada rakyat tentang
pelaksanaan pemerintahan desa melalui
media/pengumuman resmi, meliputi informasi pokok-
pokok kegiatan.

10. Laporan administrasi keuangan BPD adalah laporan
pertanggungiawaban penggunaan dan administrasi
keuangan BPD setiap Tahun vyang disampaikan
kepada Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan
pengelolaan keuangan desa.

11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-
undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan
Desa bersama Kepala Desa,

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang

selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas
dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BFD,
yang ditetapkan dengan Peraturan Desa,

13. Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
adalah suatu proses kegiatan yang ditujukan untuk
menjamin agar Pemerintahan Desa dapat berjalan
sesuai dengan rencana dan ketentuan vang telah
ditetapkan.

14, Pengawasan BPD adalah pengawasan yang dilakukan

oleh BPD terhadap Pemerintah Desa sesuai wewenang
dan haknya.

BAB 11
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah sebagai
pedoman bagi Kepala Desa dan BPD dalam menyusun dan

menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan
desa.

| paa
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Pasal 3

Tujuan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa dan
EPD adalah

untuk mewujudkan penyelenggaraan
pemerintahan

desa yang bertanggung jawab dan
lransparan.

BAB 111
JENIS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 4

Jenis Laporan Pertanggungjawaban dalam Peratutan
Daerah ini, meliputi:

a. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir

Tahun Anggaran;

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir
Masa Jabatan:

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa kepada BPD,

Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada
masyarakat.

BAB IV
LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN

Bagian Kesatu
Materi

Pasal 5

LPPD Akhir Tahun Anggaran, paling sedildt memuat -

A, Pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan
desa;

pertanggunglawaban pelaksanaan pembangunan:
pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan: dan

d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat,

Pasal 6
Muatan materi LPPD Akhir Tahun Anggaran tentang

Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Dess
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a antara lain:

-
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Fcnetapan dan PiNgesahan

batas desy-
Pendataan Desa: 2

Penyusunan tata ruang Degs-

Fﬁnyeitnggﬂr&an Musyawarah Desa;
Pengelolaan informasi Dega-
nyelenpearaan Perencanaan Neag:
Pen '

velenggaraan evaluansi tinglat perkembanpgan
Pemerintahan Desa;

P&n_f,rf:ienggaraan kerjasama antar Desa:

Pem
bangunan sarana dan prasarana kantor desa;dan
Kegiatan lainnya sesuaj londisi Dega,

Pasal 7

Muatan materi LPPD Akhir Tahun Angsaran tentang

Pertanpgpunpjawaban Pelaltzanaan

sebagaimena  dimaksud  dalam Pasal

Pembangunan

2 humf b

meliputi ;

.

Pembangunan, pemanfaztan dan  pemeliharaan

Infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain -

1. Tambatan perahu;

2. Jalan dan jembatan pemukiman;

3. Bangunan pelengkap jalan pemukiman;

4. Jalan desa  antar  pemukiman ke  wilayah
pertanian;

2. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro:

6. Lingkungan permukiman masyarakat desa;dan

7. Infrastrukiur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.

Pembangunan, pemanfaatan dan  pemeliharaan

sarana dan prasarana keschatan antara lain

1. Air bersih berskala Desa;

2. Banitasi lingkungan;

3. Pelayanan keschatan Desa seperti posyandu; dan

4 Sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai
kondisi Desa.

Pembangunan, pemantaatan dan pemelihuraan

sarana dan prasarana pendidikan dan kebudaysan

; |
antara lam : :%

Cipircis desgan CamScanmer


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

1. Taman bacaan masyarakat;

Pendidikan anak usia dini;

Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
Pengembangan dan pembinaan sanggar seni;dan

Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan
lainnya sesuai kondisi Desa.

gn gota

Pengembangan wusaha ekonomi produktif serta
pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan

sarana dan prasarana ekonomi antara lain ¢

1. Pasar Desa;
2. Pembentukan dan pengembangan Badan Usaha
Milik Desa;:

Penguatan permodalan Badan Usaha Milik Desa;
Pembibitan tanaman pangan;

Penggilingan padi;

Lumbung Desa;

Pembukaan lahan pertanian;

Pengelolaan usaha hutan Desa:

pp =f &n th & B2

9. Kolam ikan dan pembenihan ikan;
10. Kapal penangkapan ikan;

11. Gudang pendingin;

12, Tempat pelelangan ikan:

13. Tambak garam:

14. Kandang ternalk:

15, Instalasi biogas;

16. Mesin pakan ternak; dan

17. Sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai
kondisi Desa.

Pelestarian lingkungan hidup antara lain :
Pengelolaan persampahan:
Penghijauan;

Pembuatan terasiring;

Pemeliharaan hutan bakau;
Perlindungan mata air;

Pembersihan daerah aliran sungai;
Perlindungan terumbu karang; dan
Kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.

o =] BN A W M
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FPasal 8

Muatan mated LPPD Akhir Tahun Angparan tentang
Pelaksanaan Pembinaan Kemasyvarakatan sehagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf ¢, antara lain

d. Pembinaan lembaga kemasyarakatan:

b. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban-

¢. Pembinaan kerukunan umat beragama;

d. Pengadasn sarana dan prasarana olah raga:

€. Pembinaan lembaga adat;

f.  Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyaralkat:
g Pembinaan kepermudaan dan Perempuan fkesctaraan

genderydan

h. Kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.

Fagal 9

Muaten materi LPPD Alkhir Tabhun Angsaran tentang

Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat sehagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 hurafl d, antara lain -

2. Pelatihan usaha elonomi, pertanian, perilkanan dan

perdagangan;

b. Pelatinan teknologi tepat guna;

Pendidikan, pelatihan, dan penyuluban bagi Kepala

Deza, Perangkat Desa, dan BPD.

d. Peningkatan kapasitas masvarakat, antars lain -
Kader pemberdayaan masyarakal Desas
Kelompok usaha ekonomi produktf;
Kelompok peremnpuan;

Eelompok tani;
Eelompok masyarakat misking

. Kelompok nelayan;

Kelompok pengrajing

Eelompol: pemerhati dan perlindungan analk:

b~ S . T LR I S

Kelompok pernuda;dan

10, Kelompok lainnyva sesuai kondisi Desa,
e. Pelatihan/pendidikan lain sesuai kondisi desa. "}"‘
|

= f Tre
i
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(1}

2]

(3]

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 10

LPPD Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf a disampaikan kepada Bupati
melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah
berakhirnya tahun anggaran.

LPPD Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh
Bupati untuk dasar pembinaan dan pengawasan,
Sistematika LPPD  Akhir Tahun  Anggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih
lanjut dalam Peraturan Bupati.

BABV
LEPD AKHIR MASA JABATAN
Baman Pertama

Mater

Pasal 11

LPFPD Akhir Masa Jabatan Kepala Desa, paling sedikit
memuat ;

a,
b,

C,

d.

ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;

rencana penyelenggaraan pemerintahan desa dalam
jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan

hal yang dianggap perlu perbaikan.

Pasal 12

Muatan materi LPPD Akhir Masa Jabatan yang memuat
ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
dari tahun pertama sampai dengan tahun terakhir masa
jabatan.

-
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¥ang belum dicapai sebagaimana
11 huruf d4
kegiatan bidang Penyelengparaan
Pelaksanaan pem‘bangunan, pe
kemasyarakatan dan pelak

dimaksyd dalam Pasal adalah laporan hasil

sanaan Pemberdayaan
masyarakat yang sudah dicapai dan yang

disertai alasan-ala BANNYA,

Bgaraan PEmen;ntahan
Jabatan YANg memusat |
dianggap perlu perbaikan sebagai
Pasal 11 huruf ¢ berisi

al yang
mana dimaksyd dalam

informas; Pethaikan-perbailan
yang dipandang perlu dilakukan oleh Pemerintah Degg

terkait dengan Penyelengparaan
pelaksanaan pembangunan, pel
kemasyarakatan  dap Pelaksanaan Pemberdayaan
masyarakat.

Pemerintaban desa,

altsanaan Pembinaan

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 16

(1] Kepala Desa wajib menyampaikan LPPD pada Akhir
Masa Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11 kepada Bupati melalui Camat
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{2} LPPD Akhir Masa Jabatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 5

{lima) bulan schelum berakhirnya masa jabatan.

(3) Pelaksanaan  atas  rencana penvelenggaraan

pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada

Pasal 11 buruf b dilaporkan clech Kepala Desa

kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan.
(4] SBistematika LPPD Akhir Masa Jabatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam
Peraturan Bupat.

BAB VI
LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA KEPADA BPD

Pasal 17
(1] Kepala Desa menyampaikan LEKPPD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 hurul ¢ sebap akhir tahun
anggaran kepada BPD sccara tertulis paling lambat
3 (tiga) bulan setelah berakhimys tahun anggaran.
(2)

LEPPD sebagaimana dimeksud pada ayat (1) paling

sedikit memuat pelaksanaan Peraturan Desa.

(3] LKPPI} scbapaimana  dimaksod pada ayat (1}
dipunakan oleh BPD dalam melaksanakan fungsi

pengawasan kinerja Kepala Desa,

(4] Sisternatika LETTD kepada BPD  sebagaimana

dimaksud pada ayat (1} diatur lebih lanjut dalam
Peraturan Bupati.

BAB VI
INFORMAS! PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DESA KEPADA MASYARAKAT DESA

Pasal 18

(1) Kepala Desa menginformasikan secara lertulis dan
dengan media informnest vang mudah diakscs oleh
masyarakatl mengenai

renyelengraraan
pemerintanan Desa kepada masyarakat Desa,
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(2 Informas;

L/ r
Icn}elenggamn Pemerintahan  Desa

ana  dimaksyd pada

ngkasan dari Laporan
T-‘&nye]enggaman Pemerintahan Diesa Akhir Tahun

kepada masvarakat sebagajm
avat {1} adalak merupakan o

[3)  Informasi Penyelenpgaran  Pemerntahan Desa

kepada masyarakat stbagaimana dimaksud pada

ayat (1) disampailkan kepada  masyaraleat Desa

paling lambat 3 (tipa) bulan setelgh beralkhimya
tahun anpgaran,

(4} Tnformasi Fenyelenggaran  Pemerintahan Dresa

kepada masyarakat scbagaimana dimaksud dalarm
Pasal (1} ditempel di tempat-tempat umum yang
mudah diakses oleh masyarakat desa,

2] Sistematika Informeasi Penyelengearasn

Pemerintahan Desa schagaimana dimaksud pada

ayat (1] diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati,

BAB VIII
SUMEBER BLAYA

Pazsal 19
Sumber hiava penyusunan LPPD Akhir Tahun An gEaTAn,

LPPI}  Akhir Masa Jabatan, LKPPD Akhir Tahun

Anggaran dan Fenyampaian keterangan nenvelengearaan
Pemerintahan Deza  kepada

dibebankan kepada APBDcsa.

masyarakat  Desn

BAB X
FEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pagal 20
(1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Biipati
melakukan fasilitasi kepada Pemerintah Desa dan
BP0  berupa pemberian  pedoman, bimbingan,

arahan, supervisi dan pelatihan tentang Laporan
- ]

T

' esa.
Penyelenggaraan Pemerintahan D
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(2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaan

dan  pengawasan sebagaimana  dimaksud pada

ayat (1] kepada Camat.

BAR X
SANKSI

Pasal 21
(1) Kepala Dess yang tidak melaporian

pettanggungiawaban sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 dikenai sanksi administratif berupa tesiran

lisan dan/atau leguran tertulis,
4]  Sanksi adrministratif berupa teguran lisan dan/atau
teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat

(1} diberikan oleh Bupati dan dapat didelegasilan
kepada Camat.

(3) Dalam Thal sanksi administratif sebagaimang

dimalksud pada tdak dilaksanakan,

ayal (1)

dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan

dapat dilanjutlcan dengan pemnberhontian,
(4]  Pemberian sarksi administrasi berupa tepuran lisan

dan/atau tepuran tertulis schagaimana dimalesugd

pada  avat (2} dan tindalkan pemberhentian
semeniara  dan  dapat  dilanjutkan dengan
pemberhentian  sebagaimang dimaksud pada ayat
[3), setelah  dilaksanakan

pemeriksaan  alph
Inspektorat Kabupaten.

BAB TX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 232

Apabila Kepala desa berhenti schelum  alhir Wiaa
jabatan, LPPD Akhir Tahun Anggaran, LFPD Akhir Masg

Jabatan, Laporan  Keterangan  Penyelenggaraan

Pemernntahan Desa dan Informasi Penyelengearaay

Pemerintahan Desa kepada masyarakar disampaiien
oleh Penjabat Kepala Desa. .{?
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BAR X
KETENTUAN PENUTUP

Fasal 23

Peraturan Dacrah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Apar seliap orang mengetahuinga, memerintahkan
pengundangan  Peraturan  Daerah ini  dengan
penempataniya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Brebes.

Ditctapkan Di Brebcs
pada tanggal 19 fhanpur 10

BLIPATE 3,
IEA PRITANTI
i : . 'F;:L-r.-;-'h:u-_'.wf;
: M ¥
e i
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES Q_\

k
4
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